
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

NOMOR  6  TAHUN  2003 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, 

jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai  

upaya  peningkatan  pendapatan  Daerah berdasarkan 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, 

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek; 

  b.  bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai 
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dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang 

perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Izin 

Trayek dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

  2.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 

  3.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak  

Daerah  Dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah (Lembaran  Negara  Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 4048); 

  4.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

  5.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000  tentang  

Kewenangan  Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000  tentang 

Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 
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(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4022); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

  9.  Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk   

Rancangan   Undang-undang,   Rancangan Peraturan 

Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 

  10.  Peraturan   Daerah  Propinsi  Daerah  Tingkat  I Jawa 

Tengah Nomor 1 Tahun 1988  tentang Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah  Tahun  1988  Nomor 9 seri D 

Nomor 9); 

  11.  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7  Tahun 

2001 tentang Pemben-tukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejah-teraan 

Sosial. Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan 

Usaha Kecil   Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan 

Transmigrasi,  Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman 

DanTata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Diaya Air, 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, 

Dinas  Perikanan  Dan Kelautan, Dinas  Kehutanan, Dinas 

Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian 

Dan   Perdagangan,   Dinas   Kesehatan,   Dinas dan  Dinas  

Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah 
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(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 

Nomor 26); 

  12.  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, 

Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas 

Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas 

Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber 

Daya   Air,   Dinas    Pertanian Tanaman Pangan,  Dinas  

Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas 

Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas 

Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas 

Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi 

Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15); 

  13.  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 

2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi 

Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut 

/ Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Tahun 2002 Nomor 120). 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ; 

2.  Pemerintah  Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom 

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 

3.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

4.  Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ; 

5.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik 

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, 

Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, 

Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk 

Usaha Tetap, dan Bentuk Badan iainnya ; 

6.  Kendaraan Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk 

dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran ; 

7.  Trayek adalah lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan 

orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 

tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam 

wilayah Daerah ; 

8. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat 
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